
 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KOTA JAMBI 

 
NOMOR  56  TAHUN 2025 

          TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  

TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

KOTA JAMBI 

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI 

 
 

Menimbang : a. Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan rencana strategis 

Perangkat Daerah (RENSTRA PD), pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 

dipandang perlu dietatapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Jambi tentang Penetapan Rencana strategis Perangkat 

Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025-2029. 

    

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang 

Pembentukan Daerah tonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota 

Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6961); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan UndangUndang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4); 



  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 

6633); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 180); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

 

 

 



  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1787); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

  23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 

2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5). 

  24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 

10). 

    

         MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG 

PENETAPAN  RENCANA STRATEGIS  2025-2029 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA JAMBI 

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Rencana Strategis 

(RENSTRA) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai kerangka acuan 

dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 

2025-2029. 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan 

amanat dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025  

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat 

Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan 

mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi 

daerah, dan kerifan local serta untuk memastikan 

kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan 

kepala daerah serentak. 



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 
 
       Jambi,  26   Agustus 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :  

1. Walikota Jambi 

2. Kepala Bappeda Kota Jambi sebagai Ketua POKJA PUG Kota Jambi 

3. Inspektur Daerah Kota Jambi 

4. Arsip 

#TTE 

Ditandatangani secara elektronik 
oleh: 
 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 
JAMBI 
Drs. NIRWAN, M.E 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19670222 198512 1 001 
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